BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, periode 1959-1966 merupakan masa transisi yang penting dalam
politik Indonesia, di mana Islam dan Demokrasi Terpimpin mulai saling berinteraksi, dan
proses kristalisasi ideologi terjadi dalam bentuk kesepakatan politik meskipun dengan

tantangan yang besar baik di dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat.

Proses kristalisasi pada tahun 1959-1966 menandai sebuah peralihan yang penting
dalam politik Indonesia, dengan Demokrasi Terpimpin menjadi titik temu antara berbagai
ideologi. Bagi umat Islam, hal ini memberi peluang untuk menegaskan prinsip-prinsip
keadilan sosial dan politik Islam, namun juga menuntut kewaspadaan dalam menjaga agar
kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan Keterlibatan aktif dan musyawarah, umat Islam
dapat berperan dalam membangun pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

B. SARAN

Proses kristalisasi yang terjadi antara tahun 1959 hingga 1966 di Indonesia, khususnya
yang berkaitan dengan Partai Islam dan Demokrasi Terpimpin, merupakan bagian penting
dalam sejarah politik Indonesia. Pada periode ini, terjadi berbagai perkembangan yang
mempengaruhi hubungan antara Islam dan negara serta sistem pemerintahan yang
diterapkan. Berikut adalah beberapa saran atau perspektif yang dapat diambil dari peristiwa

tersebut, berdasarkan analisis dari sudut pandang Islam dan Demokrasi Terpimpin:
1. Pemahaman tentang Demokrasi Terpimpin:

Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1959 berusaha

untuk menata negara Indonesia dengan menanggalkan sistem parlementer yang dianggap
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tidak efektif. Dalam praktiknya, Sukarno berusaha untuk mewujudkan sebuah
pemerintahan yang lebih otoriter dengan menekankan pada kekuasaan presiden yang kuat,
namun tetap berusaha menjaga keseimbangan antara berbagai kelompok politik, termasuk

golongan Islam.

» Bagi umat Islam, penting untuk melihat kembali prinsip-prinsip demokrasi yang ada
dalam ajaran Islam. Islam menekankan pada musyawarah (syura) dan keadilan sosial, yang
seharusnya dapat diintegrasikan dalam sistem pemerintahan yang adil dan inklusif,
termasuk dalam konteks Demokrasi Terpimpin.

« Dalam konteks ini, penguatan partisipasi politik umat Islam dalam pembentukan
kebijakan negara sangat penting agar nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam
sistem pemerintahan yang adil.

2. Hubungan Islam dengan Negara:

Pada masa Demokrasi Terpimpin, hubungan antara negara dan Islam menjadi penting.
Meskipun pada awalnya ideologi negara Indonesia tidak berdasarkan pada agama, terdapat
upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan agama, termasuk Islam, dalam
pemerintahan. Beberapa peristiwa seperti penegakan prinsip Pancasila dan pembentukan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa Islam memiliki peran dalam

merumuskan kebijakan negara.

» Agar sistem negara dapat lebih inklusif, penting bagi negara untuk memberikan ruang
bagi umat Islam untuk berperan dalam politik, namun dengan tetap menjaga kebebasan

beragama dan keberagaman Indonesia.

» Negara juga dapat lebih mengoptimalkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan sosial dan
ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, seperti dalam bidang pendidikan,

ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Pentingnya Keseimbangan Kekuasaan:
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Demokrasi Terpimpin seringkali dilihat sebagai sistem yang memberi kekuasaan yang
besar pada Presiden Sukarno. Namun, kekuasaan yang terpusat pada satu individu dapat
memunculkan risiko otoritarianisme. Dalam hal ini, ada peran penting bagi Islam dalam
memberikan panduan moral dan etika bagi penguasa agar tidak menyalahgunakan

kekuasaan mereka.

« Umat Islam sebaiknya terlibat dalam pengawasan pemerintahan untuk memastikan agar
kekuasaan tidak disalahgunakan, melalui lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama
Indonesia dan organisasi Islam lainnya yang dapat berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap

kebijakan pemerintah.

+ Dalam Islam, adalah penting untuk menjaga keadilan, dan ini dapat diterjemahkan
dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang tidak menindas kelompok mana pun.

4. Musyawarah dan Konsensus:

Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Pada masa
Demokrasi  Terpimpin, meskipun ada kekuatan  presiden yang besar, pendekatan
musyawarah tetap dapat menjadi prinsip yang mengarahkan sistem politik untuk lebih adil

dan demokratis.

« Agar pemerintahan lebih stabil dan legitim, pemerintah sebaiknya memperhatikan
prinsip musyawarah dalam pembuatan kebijakan, termasuk dengan melibatkan berbagai
kelompok masyarakat dan organisasi Islam.

» Proses kristalisasi pada masa ini bisa dioptimalkan dengan mendengarkan suara-suara
dari berbagai pihak, termasuk umat Islam, yang sangat besar peranannya dalam

membangun konsensus politik.

5. Peran Islam dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi:
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Pada periode ini, banyak kebijakan ekonomi yang diluncurkan untuk pembangunan
Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan masalah distribusi kekayaan. Meskipun ada

upaya untuk memperbaiki ekonomi, ketimpangan sosial tetap menjadi isu utama.

» Prinsip keadilan sosial dalam Islam dapat memberikan perspektif tambahan dalam
merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Umat Islam
dapat berperan aktif dalam menyarankan kebijakan yang meminimalisir kesenjangan sosial,

seperti melalui program zakat dan infag untuk membantu orang miskin.

* Negara perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan
pemerataan sosial dengan mengambil hikmah dari ajaran Islam mengenai kesejahteraan

umum dan pembagian kekayaan yang adil.
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